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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan dengan mendayagunakan instrumen-

instrumen pemerintahan, salah satunya adalah instrument personil atau 

kepegawaian yang berpayung hukum pada UU Aparatur Sipil Negara. 

Permasalahan yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah 

adanya kebutuhan tambahan pegawai, tetapi tidak bisa terpenuhi menurut UU 

ASN, kendala selanjutnya adanya hambatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 

48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai 

Negeri Sipil yang melarang adanya pengangkatan pegawai honorer. Menjawab 

kebutuhan tersebut, SETDA Kabupaten Tanah Datar memakai Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk 

pengadaan pegawai tidak tetap pada SETDA Kabupaten Tanah Datar. 

Berdasarkan persoalan itu, maka perumusan masalahnya adalah: 1) Mengapa 

pengadaan pegawai tidak tetap di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar 

menggunakan skema Pengadaan Barang dan Jasa? 2) Apa konsekuensi hukum 

penggunaan skema Pengadaan Barang dan Jasa dalam pengadaan pegawai tidak 

tetap di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar? Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif, menggunakan jenis 

data primer dan jenis data sekunder, sumber data yang didapatkan oleh penulis 

dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa: 1. Alasan SETDA Kabupaten Tanah Datar menggunakan skema 

pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pengadaan pegawai tidak tetap 

karena: pertama, merujuk pada penjelasan jasa lainnya yang terdapat pada Perpres 

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang 

terdapat pada Pasal 4 Huruf D. Alasan ke dua adalah surat dari Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut dengan 

LKPP) kepada SETDA Kabupaten Tanah Datar yang berisi bahwa pengadaan 

pegawai tidak tetap melalui pengadaan jasa lainnya dapat dilakukan di SETDA 

Kabupaten Tanah Datar. 2. Konsekuensi hukumnya adalah pengadaan pegawai 

tidak tetap melalui skema pengadaan barang dan jasa ini sah, dan menimbulkan 

akibat hukum. Pegawai tidak tetap tidak mendapatkan fasilitas layaknya ASN 

seperti tunjangan, promosi, jaminan hari tua, serta jaminan sosial bagi pegawai 

tidak tetap yang tidak menyertakan jaminan sosial sebagai hak di dalam klausul 

perjanjian. 

Kata kunci: Pengadaan barang dan jasa, pegawai tidak tetap, jasa lainnya 
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